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Pendahuluan

Dikerluarkanya Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender merupakan
indikator bahwa isu Gender yang terus

bergulir belum mendapatkan perhatian

khusus dalam berbagai bidang
pembangunan, sehingga Pemerintah
Pusat menetapkan pijakan politis yang
membuka peluang bagi perempuan
Indonesia untuk berpartisipasi aktif di
dalam pembangunan termasuk
pembangunan politik yang berwawasan
Gender. Keterwakilan perempuan
merupakan suatu keharusan yang
harus dipenuhi oleh setiap partai politik
peserta pemilihan umum. Kebijakan
affirmative ini berupaya dipenuhi,
walaupun perhatian dan orientasi politik
perempuan terutama di daerah masih
bisa dianggap kurang. Sesungguhnya
jaminan persamaan kedudukan laki-laki
dan perempuan khususnya di bidang
pemerintahan dan hukum telah ada
'sejak diundangkannya Undang-Undang
Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945,
dalam Pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya
berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”. i

Posisi peran dan aktivitas
perempuan Indonesia di dalam dunia
publik semakin meningkat dalam
ukurannya sendiri dari waktu ke waktu
di dalam sejarah Indonesia merdeka.
Banyak hal yang terjadi dan terdapat
di Indonesia yang memutlakan
keterwakilan para perempuan yang
memadai dalam kuantitas dan kualitas di
lembaga-lembaga negara dan sektor-
sektor publik lainnya untuk menciptakan
perubahan-perubahan mendasar dalam
kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Permasalahan ketidak/
kekurangan keberpihakan Negara
kepada perempuan Indonesia, yang
merupakan mayoritas penduduknya,
yang terdiskriminasi oleh negara
maskulin Indonesia. Upaya perbaikan
dan perubahannya belum maksimal
karena  banyaknya hambatan.
Dikeluarkannya Intsruksi Presiden
nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender merupakan
indikator bahwa isu Gender. Yang terus
bergulir belum mendapatkan perhatian
khusus dalam berbagai bidang
pembangunan, termasuk pembangunan
politik yang berwawasan gender.
Ketidak mengertian, kurangnya empati,
dan kurangnya perhatian para personel
negara yang kebanyakan laki-laki
terhadap persoalan perempuan maupun
mengenai kesejahteraan rakyat yang
berwawasan gender.

Berkat perjuangan gigih koalisi
para aktivis permasalahan perempuan
dan koalisi perempuan anggota
parlemen, di tengah berseminya alam
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d asi dan keterb di era politik. Biasanya para aktl(
Reformasi ini, secara gerial peremp segera d
implementasi tindakan affirmatif ini,

kancah pohtnk ketika hati nurv

dalam hal per i di
parlemen dan partai polmk telah bemasu
di undangkan secara formal dalam
Pasal 53 Undang-Undang Pemllu No. 10
tahun 2008. Wal ada p

g bagi

P untuk b prah di bidang

polmk khususnya menjadi calon
leglslaﬂf Mapsaja kesempalan“ b

menjauh dari kegiatan politik pral
Perempuan bukan berarti tid:

pi partai
pollﬂk Pumpman-pompman partai politik
tersebut memegang kekuasaan untuk
menetapkan nomor urut calon
legislatifnya. Isue yang merebak

kaedah-| kaedah dan norma standar yai
sscara implisit terkandung di dalal

mengenai calon legislatif p
justru dlhembuskan oleh partal polmk
sondin t

g pemilihan umum.
Dalam hal Rekrutmen politik.

daya yang
memadai untuk di;adlkan alon legislatif
dari partai politik termasuk. Sangatlah
diskriminatif mempermasalahkan
kelangkaan sumberdaya manusia

p yang berkualitas, padah

kenyalaan selama ini bahwa laki-laki
yang tidak berkualitas yang duduk di
lingk legilatif menj
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gai partai politik yang bersnfa
(inklusif),
yang sama kepada seluruh kornponen
bangsa dengan tidak membeda-bedakan
antara laki-laki dan perempuan, dengan
tetap menerapkan kebijakan intern
partai untuk mendapatkan calon-calon
anggota legislatif yang berkualitas,

Juga banyak yang pestmis dan bahkan

keengganan perempuan Mﬂuﬁlﬂ
diri calon legislatif :

Justru merasa ini ad

perlakuan diskriminatif. Mereka yang
optimis memandang bahwa ini adalah
salah satu bentuk amrmatlve polici

£ 1, Kurangnya dukungan secara penuh

dari partai politik yang bersangkutan.
2. Tuntutan kualitas pa«uealog
lebih ditonjolkan.

untuk kung
partisipasi politik pefemwan

b
3. Selama ini mnylrMMlW'
menyaksikan pﬂllmm‘m

derung brutal, kumﬂm‘

Kendala Yang menyeb
Prosentase Perempuan di DPR
Sangat Rendah.

“DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota untuk setiap daerah
pemilihannya dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-.
kurangnya 30 persen‘. Pasal ini
dianggap sebagai pasal setengah hati,
pasal karet, bersifat sukarela
karena tidak bersifat mengharuskan
parpol melaksanakan ketentuan
tersebut dan tidak ada sanksi bagi
parpol yang tidak melaksanakannya
Kuota peremp ini
polemik yang menarik, yaitu mengenai
setuju dan tidak setuju adanya kuqm
tersebut. Khususnya tidak setuju,

sehingga dapat berkiprah dengan baik lai bahwa dengan adanya kuota
dalam tatanan politik praktis kan bahwa p e
di Dewan Perwaknlan Rakyat untuk masih perlu mendapat lalah yang

Kebijakan Pemerintah Dalam
Menyusun Daftar Caleg Dengan
Keterwakilan 30%

Pada dasamnya perempuan memiliki
kesempatan yang sama untuk meraih
posisi strategis di Parlemen maupun
sebagai eksekutif, namun iklim yang
ada kurang kondusif untuk saat ini.
Masih terdapat waktu yang cukup untuk
mempersiapkan diri bagi p

rakyat, tetap
berpihak kepada rakyat sesuai tugas
dan fungsinya.

Dengan disahkannya UU Pemilu
yang menyertakan aspirasi kaum
perempuan pada Pasal 35 ayat 1
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
Daftar bakal calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 memuat
paling sedikit 30% keterwakilan

agar “lebih matang” memasuki duma
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peremp aanyak' langan yang
optimis dan b bag:

ditetapkan undang-undang, bukan
karena hasil persaingan dengan sesama
calon legislatif laki-laki. Lebih lanjut lagi
bahkan ada yang berpendapat
bahwa kuota tersebut mengukuhkan

serta kotor. Vahtie §
4. Dengan sistem propomm

terpenuhinya jumlah 30%
di parlemen, serta tahap | pmmm
yang  notebene diwmmm
kemampuan berkompetisi de
laki-laki. LY
Sebagaimana dikatakan m-
Nurwitasari, hambatan
akan dihadapi perempuan.(om
adalah dana kampanye. 3
. Kendala lain yang akan dihadapi
perempuan setelah lolos menjadi
calon Ieguslaﬁfpammdahhm
daerah pemilihan.

]
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Penutup

. Ditetapkannya instruksi Pri
Nomor 9 Tahun 2000 !enm
Pengarusutamaan Gender me
dasar pijakan politisi bagi
untuk berpartisipasi di dalam
pembangunan Salah salu hal untuk

bentuk

-

ian kaum p p Dari
" kaum perempuan sendiri, p
d ira kuota

ini, letam tetap merasakan bahwa
perjuangan masih panjang. Partai politik
sendiri tidak terlalu merespon

d kuota. Terdapat tujuh alasan

y

Kesiapan Partai Politik ...

dlskrimmasi tafhadaa porompum
adalah tindakan affirmatif, ylllﬁ
diantaranya dhmplementui&tn
dalam hal keterwakilan penmplm’
di parlemen dan partai poﬁtlk;hkl;ﬂ"
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dan perempuan mempunyai hak yang ~ pengetahuan perempuan tentang
sama dalam berpartisipasi di bidang A ik serta dukungan partai politik
- politik dan "pemerinhhan.;:iserma‘sﬁk’v ; ng belum bersungguh-sungguh
untuk dicalonkan menjadi anggota Taamte e s
2. Di dalam upaya memenuhi kuota
30 % perempuan untuk calon anggot
legislatif, secara empirik dan faktual
terdapat kendala yang ‘menyebabkan
keterwakilan perempuan di dewan
Perwakilan Rakyat sangat rendah
yakni masih adanya anggapan bahwa
dunia politik adalah dunianya laki-
 laki, dimana sistem dan struktur sos %
patriakhi telah menempatkan
perempuan pada posisi yang tidak
sejajar dengan laki-laki, masih
sedikitnya perempuan yang terjun ke
dunia politik dan rendahnya
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